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PERATURAN DIREKTUR JENDERAL 
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM 

Nomor: P.9/KSDAE/SET/REN.2/10/2017 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 
BIDANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM 

TAHUN 2018 
 

DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM, 
 

Menimbang :  a.  bahwa  dalam  rangka  melaksanakan  ketentuan  Pasal  6 
ayat (5) dan Pasal 10 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 
90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan 
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Menteri Keuangan 
telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan 
Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 
Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan 
Anggaran; 

b. bahwa untuk menjelaskan lebih lanjut penerapan kerangka 
pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu, 
penganggaran berbasis kinerja, serta ketentuan teknis 
operasional lain yang terkait dengan penyusunan Rencana 
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga di 
lingkungan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam 
dan Ekosistem, perlu disusun Petunjuk Teknis Penyusunan 
Rencana Kerja dan Anggaran Bidang Konservasi Sumber 
Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2018; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan 
Ekosistem tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana 
Kerja dan Anggaran Bidang Konservasi Sumber Daya Alam 
dan Ekosistem Tahun 2018; 

 

Mengingat … 

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 
DIREKTORAT JENDERAL 

KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM 
Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 8, Jalan Jenderal Gatot Subroto-Jakarta 10270 

Telepon : (021) 5730301, 5730316, Faximile : (021) 5733437 - Jakarta 
Jalan Ir. H. Juanda Nomor 15, Telepon : (0251) 8324014, 8311118 – Bogor 



 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang 
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 
Negara/Lembaga; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata 
Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan 
Hibah; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang 
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran 
Nasional; 

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 
2012 tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan 
Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja 
Kementerian/Lembaga; 

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 
2014 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan; 

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 
2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional Tahun 2015-2019; 

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 
2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018; 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 
tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas 
Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 
Negara/Lembaga; 

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat 
Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap; 

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 71/PMK.02/2013 
tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, 
dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja dan 
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
51/PMK.02/2014; 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 
tentang Bagan Akun Standar; 

 

14. Peraturan … 



 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2015 
tentang Klasifikasi Anggaran; 

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.02/2015 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar 
Negeri; 

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.02/2015 
tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun 
Jamak (Multi Years Contract) Dalam Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah; 

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018; 

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 
tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana 
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan 
Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran; 

19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan 
Bangunan Gedung Negara; 

20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/Menhut-II/2006 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Kehutanan 2006-2025; 

21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 

22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Nomor P.08/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 
Konservasi Sumber Daya Alam; 

23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Nomor P.07/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman 
Nasional; 

24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Nomor P.43/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang 
Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka 
Alam dan Kawasan Pelestarian Alam; 

25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Nomor P.52/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang 
Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Tahun 2018; 

26. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP- 
187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada 
Bagan Akun Standar; 

Memutuskan … 



 

M E M UT US K A N : 
 

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL  KONSERVASI  SUMBER  
DAYA ALAM DAN EKOSISTEM TENTANG PETUNJUK TEKNIS 
PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIDANG 
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM TAHUN 
2018. 

 

Pasal 1 

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Bidang Konservasi 
Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2018 merupakan acuan atau  
pedoman perencanaan dan penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran 
Tahun 2018 bagi seluruh satuan kerja di lingkup Direktorat Jenderal KSDAE. 

 
Pasal 2 

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Bidang Konservasi 
Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2018 bertujuan untuk: 
a. Menciptakan Rencana Kerja dan Anggaran yang sempurna dari sisi struktur 

penganggaran yang berlaku, penerapan bagan akun standar (BAS), 
penerapan pendekatan penganggaran terpadu, penerapan pendekatan 
kerangka pengeluaran jangka menengah, dan penerapan pendekatan 
penganggaran berbasis kinerja; 

b. Mewujudkan pengendalian konsistensi perencanaan dengan pengalokasian 
anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran; 

c. Menjaga dan mengawal konsistensi perencanaan dan penganggaran dengan 
target kinerja yang ditetapkan; serta 

d. Menciptakan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran yang berkualitas 
dengan meminimalisir ketidaksesuaian yang sering terjadi di level teknis 
operasional penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran. 

 
Pasal 3 

(1) Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Bidang 
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2018 adalah 
sebagaimana dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam 
dan Ekosistem ini. 

 

(2) Petunjuk … 



(2) Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Bidang 
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2018 terdiri atas 
delapan bagian, yaitu: 
a. Bagian I : Pendahuluan 
b. Bagian II : Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 
c. Bagian III : Arahan Umum 
d. Bagian IV : Arahan Khusus 
e. Bagian V : Standarisasi Output 
f. Bagian VI : Dokumen Pendukung 
g. Bagian VII : Perjanjian Kinerja 
h. Bagian VIII  : Penutup 

 
Pasal 4 

Agar tercipta kesamaan persepsi dan penafsiran dalam pelaksanaan Petunjuk 
Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Bidang Konservasi Sumber 
Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2018, memerintahkan pelaksanaan 
sosialisasinya kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal 
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. 

 
Pasal 5 

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur 
Jenderal Nomor P.5/KSDAE/SET/REN.2/9/2016 tentang Petunjuk Teknis 
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Bidang Konservasi Sumber Daya 
Alam dan Ekosistem Tahun Anggaran 2017, dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

 

Pasal 6 

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 17 Oktober 2017 

 
DIREKTUR JENDERAL, 

 
 
 

Ir. WIRATNO, M.Sc. 
NIP. 19620328 198903 1 003 

TUR JENENENNNDEDEDEERARARAALLLL, 
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LAMPIRAN 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL

KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

BIDANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
TAHUN ANGGARAN 2018 



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM



Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bidang 
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2018 disusun sebagai 
pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal 
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) dalam rangka 
perencanaan dan penganggaran. Petunjuk teknis ini juga merupakan 
langkah strategis untuk meminimalisir kelemahan-kelamahan dalam 
penyusunan RKA selama ini, yang seringkali menyebabkan tidak terukurnya 
keluaran kegiatan serta tidak tepatnya pengalokasian anggaran untuk 
menghasilkan keluaran tertentu, yang pada akhirnya berdampak pada 
inefektivitas dan inefisiensi. Perencanaan dan penganggaran kegiatan yang 
belum optimal juga berdampak pada tidak maksimalnya kemampuan 
penyerapan anggaran, yang juga berarti tidak maksimalnya pencapaian 
target kinerja.

Petunjuk teknis ini disusun dengan mengacu pada berbagai peraturan 
perundangan yang berlaku, baik dalam hal teknis operasional kegiatan 
bidang KSDAE, maupun ketentuan yang terkait dengan administrasi 
keuangan dan perbendaharaan negara. Dengan tersusunnya petunjuk teknis 
ini, kami berharap bahwa pada tahun 2018 akan tercipta kesempurnaan RKA 
dari sisi struktur penganggaran yang berlaku, penerapan bagan akun 
standar (BAS), penerapan pendekatan penganggaran terpadu, penerapan 
pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, dan penerapan 
pendekatan penganggaran berbasis kinerja. Hal lain yang tidak kalah 
penting, yang juga selalu perlu mendapat perhatian adalah terwujudnya 
pengendalian konsistensi perencanaan dengan pengalokasian anggaran
dalam RKA serta terkawalnya upaya pencapaian target kinerja yang telah 
ditetapkan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada para 
pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan petunjuk teknis ini, 
kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rahmat dan 
hidayahNya kepada kita sekalian untuk dapat berpartisipasi di bidang tugas 
kita masing-masing dalam rangka mewujudkan cita-cita luhur bangsa 
Indonesia. 

Jakarta, 17 Oktober 2017 
Direktur Jenderal KSDAE, 

          

Ir. Wiratno, M.Sc.
NIP. 19620328 198903 1 003
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1. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah 

perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam 
pemerintahan. 

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana 
keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat, yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari 
sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan. 

3. Bagian Anggaran adalah kelompok anggaran menurut nomenklatur 
kementerian/lembaga dan menurut fungsi Bendahara Umum Negara. 

4. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu 
yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan 
nasional. 

5. Sub Fungsi adalah penjabaran lebih lanjut dari fungsi yang terinci ke 
dalam beberapa kategori. 

6. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk 
mendapatkan hasil dengan indikator kinerja yang terukur guna 
mencapai sasaran tertentu yang merupakan penjabaran dari kebijakan 
sesuai dengan visi dan misi kementerian/lembaga yang rumusannya 
mencerminkan tugas dan fungsi unit eselon I atau unit 
kementerian/lembaga. 

7. Kegiatan adalah tindakan nyata yang dilakukan dalam jangka waktu 
tertentu yang merupakan penjabaran dari program yang rumusannya 
mencerminkan tugas dan fungsi unit eselon II/satuan kerja atau 
penugasan tertentu kementerian/lembaga yang berisi komponen 
kegiatan untuk mencapai keluaran dengan indikator kinerja yang 
terukur. Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan 
oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari upaya 
pencapaian sasaran terukur pada suatu program, yang terdiri dari 
sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personil 
(sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan 
teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis 
sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan 
keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa. 

8. Arah Kebijakan adalah penjabaran urusan pemerintahan dan/atau 
prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden yang 
rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam 
pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Kementerian/Lembaga, 
berisi satu atau beberapa program untuk mencapai sasaran stratejik 
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penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator 
kinerja yang terukur. 

9. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut 
Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah dokumen perencanaan 
nasional untuk periode satu tahun. 

10. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga, yang 
selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-K/L), 
adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 
satu tahun. 

11. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) adalah 
dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang 
disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga. 

12. Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau 
hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur. 

13. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang 
menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran, program, atau 
kegiatan yang telah ditetapkan. 

14. Indikator Kinerja Program (IKP) adalah alat ukur utama yang 
mencerminkan pencapaian kinerja program. 

15. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) adalah tolok ukur sebagai dasar 
penilaian kinerja kegiatan 

16. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh satu 
atau beberapa paket pekerjaan dalam suatu kegiatan yang 
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan 
program dan kebijakan. 

17. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan 
berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam satu program. Hasil 
merupakan kinerja atau sasaran yang akan dicapai dari suatu 
pengerahan sumberdaya dan anggaran pada suatu program dan 
kegiatan. 

18. Kerangka Acuan Kerja (KAK)/ Term of Reference (ToR) adalah 
gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan yang akan 
dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja. 

19. Rincian Anggaran Belanja (RAB) adalah suatu dokumen yang berisi 
rincian dari komponen-komponen masukan dari kegiatan serta besaran 
dana msing-masing komponen. RAB merupakan penjabaran lebih 
lanjut dari unsur perkiraan kebutuhan pembiayaan dalam KAK/ToR. 

20. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) adalah bentuk 
pernyataan tertulis yang menyampaikan bahwa segala akibat dari 
tindakan pejabat/seseorang yang dapat mengakibatkan kerugian 
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negara menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pejabat/seseorang 
yang mengambil tindakan dimaksud. 

21. Pagu Indikatif adalah pagu yang diberikan kepada Kementerian/ 
Lembaga sebagai hasil tinjau ulang (review) angka dasar Kementerian/ 
Lembaga oleh Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan 
Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. 

22. Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga merupakan pemutakhiran 
ketersediaan anggaran yang dialokasikan pada Kementerian/Lembaga 
oleh Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan 
Nasional berdasarkan hasil kesepakatan Pemerintah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat dalam rangka penyusunan RKA-K/L. 

23. Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga adalah batas tertinggi 
anggaran pengeluaran yang dialokasikan pada Kementerian/Lembaga 
berdasarkan hasil pembahasan Rancangan APBN yang dituangkan 
dalam berita acara hasil kesepakatan pembahasan Rancangan APBN 
antara Pemerintah dan DPR. 

24. Satuan 2 adalah dokumen anggaran yang memuat rincian alokasi pagu 
anggaran per Program dan Unit Eselon I lingkup Kementerian/Lembaga 
Negara.  

25. Satuan 3 adalah dokumen anggaran yang memuat deskripsi program 
dan rincian alokasi pagu anggaran per Program, berdasarkan Unit 
Eselon II , dan lingkup Satuan Kerja. 

26. Jenis Belanja adalah klasifikasi ekonomi dalam standar statistik 
keuangan pemerintah. 

27. Bagan Akun Standar (BAS) adalah daftar perkiraan buku besar yang 
ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan 
perencanaan, pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban dan 
pelaporan keuangan pemerintah pusat. 

28. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan baik berupa 
standar biaya masukan maupun standar biaya keluaran sebagai acuan 
perhitungan kebutuhan anggaran. 

29. Standar Biaya Masukan (SBM) adalah satuan biaya berupa harga 
satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya 
komponen keluaran dalam penyusunan RKA-K/L. 

30. Standar Biaya Keluaran (SBK) adalah besaran biaya yang ditetapkan 
untuk menghasilkan keluaran (output) atau sub keluaran (sub output) 

31. Inisiatif Baru adalah usulan tambahan rencana kinerja selain yang telah 
dicantumkan dalam prakiraan maju, yang berupa program, kegiatan, 
keluaran, dan/atau komponen. 
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32. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen 
pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa 
Pengguna Anggaran. 

33. Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat pemegang kewenangan 
penggunaan anggaran kementerian/lembaga. 

34. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang memperoleh 
kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan 
tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian/lembaga 
yang bersangkutan. 

35. Satuan Kerja (Satker) adalah bagian dari suatu unit organisasi pada 
kementerian/lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan 
yang membebani APBN. 

36. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada 
Gubernur sebagai wakil pemerintah atau kepala instansi vertikal di 
wilayah tertentu 

37. Penganggaran Terpadu adalah pengintegrasian seluruh proses 
perencanaan dan penganggaran untuk menghasilkan RKA-K/L dengan 
klasifikasi anggaran menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja 
sehingga tidak terjadi duplikasi dalam pengalokasian pembiayaan, baik 
yang bersifat investasi maupun untuk keperluan biaya operasional. 

38. Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) adalah pendekatan sistem 
perencanaan penganggaran belanja negara yang secara jelas 
menunjukkan keterkaitan antara alokasi pendanaan dan kinerja yang 
diharapkan atas alokasi belanja tersebut, serta memperhatikan 
efisiensi dalam pencapaian sasaran kinerja, dengan menggunakan 
instrumen indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja. 

39. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) adalah pendekatan 
penyusunan anggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan 
keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu 
lebih dari satu tahun anggaran. 

40. Evaluasi Kinerja adalah penilaian terhadap capaian sasaran kinerja, 
konsistensi perencanan dan implementasi, serta realisasi penyerapan 
anggaran. 

 



BAB I

A. Latar Belakang

money follow program
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B. Maksud dan Tujuan

C. Dasar Hukum 
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D. Ruang Lingkup



BAB II

A. Penyusunan RKA sebagai Masukan Penyusunan APBN

money follows program
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B. Penyusunan RKA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
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C. Reviu RKA oleh APIP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
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BAB III 
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A. Pendekatan Sistem Penganggaran
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B. Penerapan Sistem Penganggaran
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Tahapan Proses Pencapaian OutputTahapan Proses Pencapaian Output

PROGRAM

KEGIATAN
PRIORITAS

OUTCOME

OUTPUT

IKP

IKK

KOMPONEN DETAIL 

Gambar 5. Struktur Penganggaran Berbasis Kinerja
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C. Proses Penganggaran 

D. Pengalokasian Anggaran 

Gambar 6. Siklus Penganggaran

KLHK 
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luar APBN 
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E. Pengusulan Pembiayaan SBSN (Surat Berharga Syariah Negara)

F. Klasifikasi Penganggaran dan Penerapan Bagan Akun Standar
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G. Kebutuhan Dokumen Perencanaan
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H. Kebutuhan Alokasi Biaya Lainnya

I. Kegiatan Tematik 



BAB IV 

A. Substansi dan Pendukung RKA
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B. Pagu Anggaran Tahun 2018
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No PAGU
RM BB NON 

OPS RMP
BB NON 

OPS PNBP HLN SBSN JUMLAHB.
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B. BARANG
OPS NON OPS
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C. Prioritas Alokasi Penganggaran

D. Pembatasan Alokasi Anggaran dalam RKA
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E. Alokasi Anggaran Kegiatan Swakelola
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F. Belanja Bantuan Pemerintah  
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G. Penerapan Standar Biaya



BAB V

A. Standarisasi Output
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B. Standarisasi Komponen 

a.

b.

c.

a.

b.
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a.

b.

c.

d.

e.
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b.

c.

d.

a.

b.

c.
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e.

f.

a.

b.

c.

d.
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No. Kegiatan/IKK/Output/Target Kinerja Komponen

A. Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam
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No. Kegiatan/IKK/Output/Target Kinerja Komponen

B. Pengelolaan Kawasan Konservasi
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No. Kegiatan/IKK/Output/Target Kinerja Komponen

C. Konservasi Spesies dan Genetik
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No. Kegiatan/IKK/Output/Target Kinerja Komponen
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No. Kegiatan/IKK/Output/Target Kinerja Komponen

D. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi
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No. Kegiatan/IKK/Output/Target Kinerja Komponen

E. Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial

F. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
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No. Kegiatan/IKK/Output/Target Kinerja Komponen
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No. Kegiatan/IKK/Output/Target Kinerja Komponen

G. Pengeloaan Taman Nasional
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No. Kegiatan/IKK/Output/Target Kinerja Komponen
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No. Kegiatan/IKK/Output/Target Kinerja Komponen

H. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KSDAE (Setditjen 
KSDAE)

Untuk Satuan Kerja Setditjen KSDAE
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No. Kegiatan/IKK/Output/Target Kinerja Komponen
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C. Sasaran, IKK dan Output Kegiatan dalam Aplikasi RKAK/L-DIPA 2018 

5419 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 
Lainnya lingkup Bidang Direktorat Jenderal KSDAE
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5420 Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam 
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5421 Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi 
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Nasional 
Pembangunan Wilayah (Pencegahan dan 
Penanggulangan Bencana)

Nasional 
Pembangunan Wilayah (Pencegahan dan 
Penanggulangan Bencana)

5422 Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik
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Nasional 
Pembangunan Wilayah (Pembangunan Perdesaan)
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Nasional 
Pembangunan Wilayah (Pembangunan Perdesaan)

5423 Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi 
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5424 Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial 
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5425 Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
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Nasional
Pembangunan Wilayah (Pembangunan Perdesaan)
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Nasional
Pembangunan Wilayah (Pencegahan dan 
Penanggulangan Bencana)

Nasional
Pembangunan Wilayah (Pembangunan Perdesaan)

Nasional
Pembangunan Wilayah (Pembangunan Perdesaan)

Nasional
Pembangunan Wilayah (Pembangunan Perdesaan)
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Nasional
Pembangunan Wilayah (Pembangunan Perdesaan)
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Nasional
Pariwisata dan Dunia Usaha

Nasional 
Ketahanan Energi

Nasional
Pariwisata dan Dunia Usaha
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Nasional
Pariwisata dan Dunia Usaha

Nasional
Pariwisata dan Dunia Usaha

Nasional 
Pembangunan Wilayah (Pembangunan Perdesaan)

Nasional 
Pembangunan Wilayah (Pembangunan Perdesaan)
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5426 Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional 
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Nasional 
Pembangunan Wilayah (Pembangunan Perdesaan)
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Nasional 
Pembangunan Wilayah (Pencegahan dan 
Penanggulangan Bencana)

Pembangunan Wilayah (Pembangunan Perdesaan)

Nasional 
Pembangunan Wilayah (Pembangunan Perdesaan)

Nasional 
Pembangunan Wilayah (Pembangunan Perdesaan)

Nasional
Pembangunan Wilayah (Pembangunan Perdesaan)
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Nasional 
Pembangunan Wilayah (Pembangunan Perdesaan)

Nasional
Pariwisata dan Dunia Usaha
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Nasional
Ketahanan Energi

Nasional
Pariwisata dan Dunia Usaha

Nasional
Pariwisata dan Dunia Usaha

Nasional
Pariwisata dan Dunia Usaha
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Nasional 
Pembangunan Wilayah (Pembangunan Perdesaan)

Nasional 
Kesehatan

Nasional 
Kesehatan

Nasional 
Kesehatan
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BAB VI 

A. Jenis dan Format Dokumen Pendukung Utama
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B. Dokumen Pendukung Teknis Lainnya
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BAB VII 

A. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



     Petunjuk Teknis Penyusunan RKA Bidang KSDAE Tahun 2018    101 



102 Petunjuk Teknis Penyusunan RKA Bidang KSDAE Tahun 2018 



     Petunjuk Teknis Penyusunan RKA Bidang KSDAE Tahun 2018    103 

B. Perjanjian Kinerja  
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•
•

•
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C.
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BAB VIII 





108 Petunjuk Teknis Penyusunan RKA Bidang KSDAE Tahun 2018 

Lampiran 1: Format KAK/ToR

KERANGKA ACUAN KERJA
(Term of Reference)

KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018 

Kementerian Negara/Lembaga : Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Konservasi Sumber 

Daya Alam dan Ekosistem
Program : Konservasi Sumber Daya Alam dan 

Ekosistem 
Hasil (Outcome) : Melestarikan keseimbangan ekosistem 

dan keanekaragaman hayati serta 
keberadaan SDA sebagai sistem 
penyangga kehidupan untuk mendukung 
pembangunan berkelanjutan.

Kegiatan :  .................................................  (1)
Indikator Kinerja Kegiatan :  .................................................  (2)
Jenis Keluaran (Output) :  .................................................  (3)
Volume Keluaran (Output) :  .................................................  (4)
Satuan Ukur Keluaran (Output) :  .................................................  (5)

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum.......................................................................  (6) 
2. Gambaran Umum .................................................................  (7) 

B. Penerima Manfaat......................................................................  (8) 

C. Strategi Pencapaian Keluaran
1. Metode Pelaksanaan..............................................................  (9) 
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan ............................... (10) 

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran ............................................... (11) 

E. Biaya Yang Diperlukan................................................................ (12) 

Penanggung Jawab Kegiatan

Nama ................................ (13) 
NIP.................................... (14) 
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PETUNJUK PENGISIAN KAK/TOR

No. Uraian

(1) Diisi nama kegiatan
(2) Diisi uraian IKK
(3) Diisi nama/nomenklatur keluaran (output) secara spesifik
(4) Diisi jumlah/banyaknya kuantitas keluaran (output) yang dihasilkan
(5) Diisi uraian mengenai satuan ukur yang digunakan dalam rangka

pengukuran kuantitas keluaran sesuai dengan karakteristiknya
(6) Diisi dengan dasar hukum tugas dan fungsi dan/atau ketentuan yang 

terkait langsung dengan keluaran (output) kegiatan yang akan 
dilaksanakan

(7) Diisi gambaran umum mengenai keluaran (output) kegiatan dan 
volumenya yang akan clilaksanakan dan dicapai

(8) Diisi dengan penerima manfaat baik internal dan/atau eksternal 
Kementerian Negara/Lembaga

(9) Diisi dengan cara pelaksanaan pencapaian keluaran (output). Jika 
meliputi beberapa komponen, maka uraian metode dibuat untuk 
setiap komponen dan/atau setiap paket pekerjaan (kontraktual atau 
swakelola)

(10) Diisi dengan komponen/tahapan yang digunakan dalam pencapaian 
keluaran kegiatan, termasuk jadwal (time table) pelaksanaan dan 
keterangan sifat komponen/tahapan tersebut termasuk biaya utama 
atau biaya penunjang

(11) Diisi dengan kurun waktu pencapaian pelaksanaan
(12) Diisi dengan total anggaran yang dibutuhkan untuk pencapaian 

keluaran (output) dan penjelasan bahwa rincian biaya sesuai dengan 
RAB terlampir

(13) Diisi nama penanggung jawab kegiatan (direktur/kepala balai 
besar/kepala balai/kepala dinas). 
Contoh:

Penanggung Jawab Kegiatan
Kepala Balai KSDA Nusa Tenggara Timur

TAMEN SITORUS

(14) Diisi dengan NIP penanggung jawab kegiatan (direktur/kepala balai 
besar/kepala balai/kepala dinas)
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Lampiran 2: Format RAB

RINCIAN ANGGARAN BELANJA
KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018 

Kementerian Negara/Lembaga : Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Konservasi Sumber 

Daya Alam dan Ekosistem
Kegiatan :  .................................................   
Keluaran (Output) :  .................................................   
Volume Keluaran (Output) :  .................................................  
Satuan Ukur Keluaran (Output) :  .................................................   
Alokasi Dana : Rp. ............................................   

Kode
Uraian Sub Output/ 

Komponen/ Sub 
Komponen/ Detail

Volume 
Sub 

Output

Jenis Komponen 
(Utama/Pendukung) 

Rincian Perhitungan Harga 
Satuan JumlahJumlah

1 2 3 4 5 6 7
xxx.xxx Sub Output 1 99 Unit - - - - 999.999

Xxx Komponen 1 Utama 999.999
A. Sub Komponen A 999.999

Detil Belanja 1 12 bln x 2 bh 24 999 999.999
Detil Belanja 2
… dst

B. Sub Komponen B 999.999
Detil Belanja 1 12 bln x 2 bh 24 999 999.999
Detil Belanja 2
… dst

xxx.xxx Sub Output 2 99 Unit - - - - 999.999
Xxx Komponen 1 Pendukung 999.999
A. Sub Komponen A 999.999

Detil Belanja 1 12 bln x 2 bh 24 999 999.999
Detil Belanja 2
… dst

B. Sub Komponen B 999.999
Detil Belanja 1 12 bln x 2 bh 24 999 999.999
Detil Belanja 2
… dst

Jumlah 999.999

Penanggung Jawab Kegiatan

Nama ................................   
NIP....................................   
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Lampiran 3: Daftar Analisa Kebutuhan Aset Tetap

DAFTAR ANALISA KEBUTUHAN ASET TETAP
……………………………………………………… (jenis aset) 

DIREKTORAT/BALAI BESAR/BALAI/DINAS ……………………

No. Jenis Aset Kebutuhan Aset Tersedia Saat ini dan Kondisi KekuranganBaik Rusak Rusak Berat

Jumlah 11 Unit 4 Unit 1 Unit 1 Unit 6 Unit

……………………, ………………… 20XX
Kepala Balai ……………………………

Nama…………………………………….
NIP…………………………………………
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Lampiran 4: Surat Pernyataan Bebas Sengketa Lahan

SURAT PERNYATAAN
Nomor: …………………………………………

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : …………………………………………………..
NIP : …………………………………………………..
Jabatan : …………………………………………………..

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa lokasi tanah yang 
akan dibeli untuk keperluan ………………………………… tidak dalam sengketa. 
Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan 
menimbulkan kerugian negara, saya menyatakan siap bertanggung jawab 
penuh atas konsekuensi dari hal-hal tersebut. 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk 
dipergunakan sebagaimana mestinya. 

…………………, ………………… 20XX

Kepala Balai …………………………

Nama ................................   
NIP…………………………………………

KEMENTERIAN L INGKUNG AN HIDUP D AN KEHUTAN AN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

……………………………………………
Alamat …………………………………………………………………………………………………….. 

Materai 
Rp. 6.000,- 
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Lampiran 5: Formulir Dokumen Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Pusat

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
……………………………………… (Nama Satuan Kerja)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, 
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda 
tangan di bawah ini:

Nama : ……………………………………
Jabatan : Direktur/Kepala Balai Besar/Kepala Balai ………………………… 

Pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai 
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka 
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi 
tanggung jawab kami. 

…………………… ,       Januari 2017 

……………… (jabatan kepala satker)

………………………………….. (nama)
NIP…………………………………………
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan 
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ……………………………………
Jabatan : Direktur/Kepala Balai Besar/Kepala Balai ………………………… 

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : ……………………………………. 
Jabatan : Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan 
sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka 
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan 
dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak 
Pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan 
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan 
sanksi.

…………………… ,       Januari 2018

Pihak Kedua Pihak Pertama

Direktur Jenderal KSDAE ………………………………………

………………………………………
NIP. ………………………………

………………………………………
NIP. ………………………………
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FORMULIR PERJANJIAN KINERJA 
……………………………………… (Nama Satuan Kerja)

Unit Organisasi Eselon I : Direktorat Jenderal KSDAE
Satuan Kerja : ……………………………………………………………………………
Tahun Anggaran : 2018 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3
A. Sasaran Strategis A 1. Indikator Kinerja 1 ….. (satuan 

dan volume)
2. Indikator Kinerja 2
3. …………… dst

B. Sasaran Strategis B 1. Indikator Kinerja 1 ….. (satuan 
dan volume)

2. Indikator Kinerja 2
3. …………… dst

C. ……………. dst

Jumlah Anggaran:
Kegiatan …………………………………………… (nama kegiatan): Rp. ………………………

…………………… ,       Januari 2018

Direktur Jenderal KSDAE ………………………………………

………………………………………
NIP. ………………………………

………………………………………
NIP. ………………………………
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Lampiran 8: Penjelasan Akun pada Bagan Akun Standar
Tambahkan penjelasan akun 526 yang di bab sebelumnya dipindah ke sini 
saja

JENIS AKUN YANG DIGUNAKAN 
DALAM PENYUSUNAN RKA BIDANG KSDAE

Akun Penjelasan Penggunaan Akun

51 BELANJA PEGAWAI 

511111 Belanja Gaji Pokok PNS

Digunakan untuk mencatat pembayaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS

Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran pembulatan gaji 
pokok Pegawai Negeri Sipil

511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS

Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan suami/ 
istri PNS

511122 Belanja Tunjangan Anak PNS

Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan anak PNS

511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS

Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan struktural 
PNS

511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS

Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan 
fungsional PNS

511125 Belanja Tunjangan PPh PNS

Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan PPh PNS

511126 Belanja Tunjangan Beras PNS

Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan beras 
berbentuk uang maupun natura

511129 Belanja Uang Makan PNS

Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan uang 
makan PNS

511135 Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan daerah 
terpencil/sangat terpencil PNS
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Akun Penjelasan Penggunaan Akun

511138 Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan khusus PNS Papua

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan umum/tambahan 
tunjangan umum PNS, termasuk PNS TNI/Polri sesuai Peraturan Presiden 
No. 12 Tahun 2006

512211 Belanja Uang Lembur

Digunakan untuk mencatat pembayaran uang lembur termasuk uang 
makan yang dibayarkan dalam rangka lembur

521411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)

Digunakan untuk pembayaran tunjangan khusus/kegiatan dan 
pembiayaan kepegawaian lainnya di dalam negeri sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku (digunakan sebagai akun untuk keperluan 
pembayaran tunjangan kinerja)

512412 Belanja Pegawai Transito

Digunakan untuk pengeluaran sebagian belanja pegawai di lingkungan 
Kementerian Negara/Lembaga yang dialihkan ke daerah dan kantor-
kantor di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dilikuidasi

52 BELANJA BARANG

521111 Belanja Keperluan Perkantoran

Digunakan untuk mencatat membiayai keperluan sehari-hari perkantoran 
yang secara langsung menunjang kegiatan operasional Kementerian 
negara/ lembaga, namun tidak menghasilkan barang persediaan
yang terdiri antara lain:

Satuan biaya yang dikaitkan dengan jumlah pegawai yaitu langganan 
surat kabar/berita/majalah, biaya minum/makanan kecil untuk rapat, 
biaya penerimaan tamu.
Satuan biaya yang tidak dikaitkan dengan jumlah pegawai antara lain 
biaya satpam/pengaman kantor, cleaning service, sopir, tenaga lepas 
(yang dipekerjakan secara kontraktual), telex, internet, komunikasi 
khusus diplomat, pengurusan penggantian sertifikat tanah yang 
hilang, pembayaran PBB.
Digunakan untuk mencatat membiayai pengadaan/penggantian 
inventaris yang berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi 
kantor/satker di bawah nilai kapitalisasi.

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

Digunakan untuk mencatat membiayai Pengiriman surat menyurat dalam 
rangka kedinasan yang dibayarkan oleh Kementerian Negara/Lembaga
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Akun Penjelasan Penggunaan Akun

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja

Honor tidak tetap yang digunakan untuk kegiatan yang terkait dengan 
operasional kegiatan satuan kerja seperti honor pejabat kuasa pengguna 
anggaran, honor pejabat pembuat komitmen, honor pejabat penguji SPP 
dan penanda tangan SPM, honor bendahara pengeluaran/pemegang uang 
muka, honor staf pengelola keuangan, honor pengelola PNBP (honor 
atasan langsung, bendahara dan sekretariat), honor pengelola satuan 
kerja (yang mengelola gaji pada Kementerian Pertahanan), honor tim SAI 
(Pengelola SAK dan SIMAK-BMN). Honor Operasional Satuan Kerja 
merupakan honor yang menunjang kegiatan operasional yang 
bersangkutan dan pembayaran honornya dilakukan secara terus menerus 
dari awal sampai dengan akhir tahun anggaran.

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya

Digunakan untuk mencatat membiayai pengadaan barang yang tidak 
dapat ditampung dalam mata anggaran 521111, 521112, 521113,
521114, 521115 dalam rangka kegiatan operasional, termasuk kegiatan 
patroli, dan tidak menghasilkan barang persediaan. 

521211 Belanja Bahan

Digunakan untuk mencatata pengeluaran yang digunakan untuk 
pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan (yang habis dipakai) 
seperti:

Konsumsi/bahan makanan;
Dokumentasi; 
Spanduk;
Biaya fotokopi;

yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan non operasional seperti 
pameran, seminar, sosialisasi, rapat, diseminasi dan lain lain yang terkait 
langsung dengan output suatu kegiatan dan tidak menghasilkan 
barang persediaan. 

521213 Belanja Honor Output Kegiatan

Honor tidak tetap yang dibayarkan kepada pegawai yang melaksanakan 
kegiatan dan terkait dengan output seperti: honor untuk Pelaksana 
Kegiatan Penelitian, honor penyuluh non PNS, Honor Tim Pelaksana 
Kegiatan (pengarah, penanggung jawab, koordinator, ketua, sekretaris, 
anggota dan staf sekretariat), Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, 
Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Honor Panitia Pemeriksa Penerima 
Barang/Jasa, untuk pengadaan yang tidak menghasilkan Aset Tetap/Aset 
Lainnya, termasuk juga vakasi. Honor Output Kegiatan dapat digunakan 
untuk biaya honor yang timbul sehubungan dengan/dalam rangka 
penyerahan barang kepada masyarakat. Honor Output Kegiatan 
merupakan honor yang dibayarkan atas pelaksanaan kegiatan yang 
insidentil dan dapat dibayarkan tidak terus menerus dalam satu tahun.
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Akun Penjelasan Penggunaan Akun

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Digunakan untuk pengeluaran yang tidak dapat ditampung dalam 
kelompok Akun Belanja Barang Non Operasional. Belanja Barang Non 
Operasional Lainnya dapat digunakan untuk biaya-biaya Crash Program.
Belanja Barang Non Operasional Lainnya dapat digunakan untuk 
pemberian beasiswa kepada pegawai di lingkup K/L atau di luar lingkup 
satker. Belanja Barang Non Operasional Lainnya tidak menghasilkan 
barang persediaan. 

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi

Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan 
berupa barang konsumsi, seperti:

ATK;
Bahan cetakan;
Alat-alat rumah tangga;
dll

521812 Belanja Barang Persediaan Amunisi

Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan 
berupa amunisi.

521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges

Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan 
berupa Pita Cukai, Meterai dan Leges.

522111 Belanja Langganan Listrik

Belanja langganan listrik, termasuk belanja apabila terjadi denda atas 
keterlambatan pembayaran tagihan langganan listrik

522112 Belanja Langganan Telepon

Belanja langganan telepon, termasuk belanja apabila terjadi denda atas 
keterlambatan pembayaran tagihan langganan telepon

522113 Belanja Langganan Air

Belanja langganan air, termasuk belanja apabila terjadi denda atas 
keterlambatan pembayaran tagihan langganan air

522131 Belanja Jasa Konsultan

Digunakan untuk pembayaran jasa konsultan secara kontraktual 
termasuk jasa pengacara yang outputnya tidak menghasilkan Aset 
Lainnya. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang 
membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang 
mengutamakan adanya olah pikir (brainware).
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Akun Penjelasan Penggunaan Akun

522141 Belanja Sewa

Digunakan untuk pembayaran sewa (misalnya sewa kantor/gedung/ 
ruangan, atau sewa lainnya).

522151 Belanja Jasa Profesi 

Belanja untuk pembayaran honorarium narasumber yang diberikan 
kepada pegawai negeri/non-pegawai negeri sebagai narasumber, 
pembicara, praktisi, pakar yang memberikan informasi/pengetahuan 
kepada pegawai negeri lainnya/masyarakat. Honorarium narasumber
pegawai negeri dapat diberikan mengacu pada ketentuan tentang standar 
biaya.

522191 Belanja Jasa Lainnya

Digunakan untuk pembayaran jasa yang tidak bisa ditampung pada 
kelompok akun 52211, 52212, 52213, 52214, dan 52215. Jasa Lainnya 
adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang 
mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola 
yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu 
pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa 
Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.

523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Pengeluaran pemeliharaan/perbaikan yang dilaksanakan sesuai 
dengan Standar Biaya Masukan dalam rangka mempertahankan 
gedung dan bangunan kantor dengan tingkat kerusakan kurang dari 
atau sampai dengan 2%; dan
Pemeliharaan/perawatan halaman/taman gedung/kantor agar berada 
dalam kondisi normal (tidak memenuhi syarat kapitalisasi aset tetap 
gedung dan bangunan).

523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan 
berupa bahan untuk pemeliharaan gedung dan bangunan.

523119 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya

Digunakan untuk mencatat membiayai pemeliharaan rumah dinas dan 
rumah jabatan yang erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas para 
pejabat seperti istana negara, rumah Jabatan Menteri/ Gubernur/ Bupati/ 
Walikota/ Mahkamah Agung/ Ketua Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi/ 
Kejaksaan Agung/ Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Pimpinan/ Ketua 
Lembaga Non Kementerian/ TNI/ Polri/ asrama yang terdapat di semua 
Kementerian/ Lembaga Non Kementerian, termasuk TNI, Polri/Aula yang 
terpisah dengan Gedung Kantor/ Gedung Kesenian, Art Center/Gedung 
Museum beserta isinya termasuk taman, pagar agar berada dalam kondisi 
normal. 
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523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Digunakan untuk mencatat pemeliharaan/perbaikan untuk 
mempertahankan peralatan dan mesin agar berada dalam kondisi normal 
yang tidak memenuhi syarat kriteria kapitalisasi aset tetap peralatan dan 
mesin.

523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan 
berupa bahan untuk pemeliharaan peralatan dan mesin.

523129 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pengeluaran lainnya untuk pemeliharaan/perbaikan untuk 
mempertahankan peralatan dan mesin agar berada dalam kondisi normal 
yang tidak memenuhi syarat kriteria kapitalisasi aset tetap peralatan dan 
mesin

523131 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Digunakan untuk mencatat pemeliharaan/perbaikan untuk 
mempertahankan jalan dan jembatan agar berada dalam kondisi normal 
yang nilainya tidak memenuhi kriteria kapitalisasi jalan dan jembatan

523199 Belanja Pemeliharaan Lainnya

Digunakan untuk mencatat pemeliharaan aset tetap selain gedung dan 
bangunan, peralatan dan mesin serta jalan, irigasi dan jaringan agar 
berada dalam kondisi normal termasuk pemeliharaan tempat ibadah, 
bangunan bersejarah seperti candi, bangunan peninggalan Belanda, 
Jepang yang belum diubah posisinya, kondisi bangunan/ Bangunan 
Keraton/Puri bekas kerajaan, bangunan cagar alam, cagar budaya, 
makam yang memilki nilai sejarah, serta pemeliharaan atas aset lainnya 
yang bukan milik entitas tersebut baik itu milik entitas pemerintah pusat 
lain ataupun entitas di luar pemerintah pusat

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa

Digunakan untuk mencatat perjalanan dinas jabatan melewati batas kota 
dan perjalanan dinas pindah sesuai dengan PMK yang mengatur
mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai 
negeri, dan pegawai tidak tetap. Perjalanan dinas jabatan yang melewati 
batas kota meliputi:
a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
b. Pengumandahan (Detasering);
c. Menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
d. Menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau 

menghadap seorang dokter penguji kesehatan;
e. Memperoleh pengobatan;
f. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji 

Kesehatan Pegawai Negeri; 



122 Petunjuk Teknis Penyusunan RKA Bidang KSDAE Tahun 2018 

Akun Penjelasan Penggunaan Akun

g. Mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
h. Mengikuti diklat; 
i. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat 

Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan 
perjalanan dinas;

j. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat 
Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan 
yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

Digunakan untuk mencatat perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam 
kota sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur 
mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai 
negeri dan pegawai tidak tetap. Perjalanan dinas jabatan yang 
dilaksanakan di dalam kota, meliputi:
a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
b. Pengumandahan (Detasering);
c. Menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
d. Menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau 

menghadap seorang dokter penguji kesehatan; 
e. Memperoleh pengobatan; 
f. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji 

Kesehatan Pegawai Negeri; 
g. Mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; 
h. Mengikuti diklat;
i. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat 

Negara/ Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan 
perjalanan dinas.

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

Digunakan untuk mencatat perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat, 
seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota satker 
penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh satker penyelenggara 
maupun yang dilaksanakan di dalam kota satker peserta dan biaya 
perjalanan dinasnya ditanggung oleh satker peserta, yang meliputi:
a. Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber 

baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
b. Biaya paket meeting (halfday/fullday/fullboard);
c. Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik 

yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota termasuk uang 
saku rapat dalam kantor di luar jam kerja;

d. Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, 
dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.
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524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

Pengeluaran untuk perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat, 
seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota satker 
penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh satker penyelenggara, serta 
yang dilaksanakan di luar kota satker peserta dengan biaya perjalanan 
dinas yang ditanggung oleh satker peserta, meliputi:
a. Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber 

baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
b. Biaya paket meeting (fullboard);
c. Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik 

yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
d. Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, 

dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.
Besaran nilai biaya paket meeting, uang transpor, uang saku, dan uang 
harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya 
tahun berkenaan.

524211 Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri

Digunakan untuk mencatat perjalanan dinas seperti perjalanan dinas 
dalam rangka pembinaan/konsultasi, perjalanan dinas dalam rangka 
pengawasan/pemeriksaan, mutasi pegawai, mutasi pensiun, pengiriman 
jenasah untuk kepentingan dinas di/ke luar negeri.

526311 Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada 
Masyarakat/Pemda

Digunakan untuk mencatat pengeluaran barang lainnya (bantuan 
sarana/prasarana dan bantuan rehabilitasi/pembangunan 
gedung/bngunan) untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah 
daerah yang tidak dapat dialokasikan pada kelompok akun 5261 dan 
5262.

53 BELANJA MODAL

531111 Belanja Modal Tanah

Seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan/ 
pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama, pengosongan, 
penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah 
serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif 
sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat 
pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap 
digunakan/ pakai (swakelola/kontraktual).

531112 Belanja Modal Pembebasan Tanah

Seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pembebasan, balik nama, 
pengosongan, serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat 
administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas 
tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi secara swakelola 
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sampai tanah tersebut siap digunakan/pakai (swakelola).

531113 Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah

Digunakan untuk mencatat pembayaran upah tenaga kerja dan honor 
pengelola teknis pada saat pengadaan/pembelian tanah secara swakelola 
sampai dengan tanah tersebut siap digunakan/dipakai (swakelola).

531114 Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah

Pengeluaran yang dilakukan untuk pembuatan sertifikat tanah pada saat 
pengadaan/pembelian tanah secara swakelola sampai dengan tanah 
tersebut siap digunakan/dipakai (swakelola).

531115 Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah

Pengeluaran yang dilakukan untuk pengurukan/penimbunan, perataan 
dan pematangan tanah pada saat pengadaan/pembelian tanah secara 
swakelola sampai dengan tanah tersebut siap digunakan/dipakai 
(swakelola).

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Digunakan untuk mencatat pengadaan peralatan dan mesin yang 
digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, 
biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk 
memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut 
siap digunakan.

532121 Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin

Belanja Modal setelah perolehan peralatan dan mesin yang 
memperpanjang masa manfaat/umur ekonomis, atau yang kemungkinan 
besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam 
bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja, 
dan memenuhi batasan minimum kapitalisasi sesuai dengan peraturan 
menteri keuangan yang mengatur batasan minimum kapitalisasi.

533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Digunakan untuk mencatat perolehan gedung dan bangunan secara 
kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan 
meliputi biaya pembelian atau biaya kontruksi, termasuk biaya 
pengurusan IMB, notaris dan pajak (kontraktual).

533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan

Belanja Modal setelah perolehan gedung dan bangunan yang 
memperpanjang masa manfaat/umur ekonomis, atau yang kemungkinan 
besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam 
bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja, 
dan memenuhi batasan minimum kapitalisasi sesuai dengan peraturan 
menteri keuangan yang mengatur batasan minimum kapitalisasi.
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534111 Belanja Modal Jalan dan Jembatan

Digunakan untuk mencatat perolehan jalan dan jembatan sampai siap 
pakai meliputi biaya perolehan atau biaya kontruksi dan biaya-biaya lain 
yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan tersebut siap pakai.

534131 Belanja Modal Jaringan

Digunakan untuk mencatat perolehan jaringan sampai siap pakai meliputi 
biaya perolehan atau biaya kontruksi dan biaya-biaya lain yang 
dikeluarkan sampai jaringan tersebut siap pakai.

534141 Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan

Belanja Modal setelah perolehan jalan dan jembatan yang 
memperpanjang masa manfaat/umur ekonomis, atau yang kemungkinan 
besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam 
bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja.

534161 Belanja Penambahan Nilai Jaringan

Belanja Modal setelah perolehan jaringan yang memperpanjang masa 
manfaat/umur ekonomis, atau yang kemungkinan besar memberi 
manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan 
kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja.

536111 Belanja Modal Lainnya

Digunakan untuk mencatat perolehan Aset Tetap Lainnya dan Aset 
Lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam belanja modal tanah, 
peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. 
Digunakan untuk mencatat memperoleh Aset Tetap Lainnya dan Aset 
Lainnya sampai dengan siap digunakan. Belanja Modal Lainnya dapat 
digunakan untuk pengadaan software, pengembangan website,
pengadaan lisensi yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun baik 
secara swakelola maupun dikontrakkan kepada Pihak Ketiga. Belanja 
Modal Lainnya dapat digunakan untuk pembangunan aset tetap renovasi 
yang akan diserahkan kepada entitas lain dan masih di lingkungan 
pemerintah pusat. Untuk Aset Tetap Renovasi yang nantinya akan 
diserahkan kepada entitas lain berupa Gedung dan Bangunan mengikuti 
ketentuan batasan minimal kapitalisasi. Termasuk dalam belanja modal 
lainnya: pengadaan/pembelian barang-barang kesenian, dan koleksi 
perpustakaan.

536121 Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset 
Lainnya

Belanja Modal setelah perolehan Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset 
Lainnya yang memperpanjang masa manfaat/umur ekonomis, atau yang 
kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan 
datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan 
standar kinerja. Untuk penambahan nilai Aset Tetap Renovasi yang 
nantinya akan diserahkan kepada entitas lain berupa Gedung dan 
Bangunan mengikuti ketentuan batasan minimal kapitalisasi.
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Lampiran 9: Daftar arahan Role Model UPT Direktorat Jenderal KSDAE

ROLE MODEL PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI

No UPT Role Model Dir. Teknis Mitra
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No UPT Role Model Dir. Teknis Mitra
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No UPT Role Model Dir. Teknis Mitra
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No UPT Role Model Dir. Teknis Mitra
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No UPT Role Model Dir. Teknis Mitra
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No UPT Role Model Dir. Teknis Mitra
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No UPT Role Model Dir. Teknis Mitra
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No UPT Role Model Dir. Teknis Mitra
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No UPT Role Model Dir. Teknis Mitra
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Lampiran 10. Format Kontrak Kerja TOR/KAK untuk Role Model

PERNYATAAN KONTRAK KINERJA 
……………………………………… (Nama Satuan Kerja) 

TAHUN 2018
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COVER 
ROLE MODEL A 

  

CONTOH

KET. FOTO : DIISI DENGAN KETERANGAN 
LOKASI/NAMA SPESIES, TANGGAL FOTO, NAMA 

Background Cover dan Foto dapat disesuaikan 
dengan tema role model masing-masing Satuan 

Kerja dan diberi keterangan foto 
(nama kawasan/spesies, tanggal pengambilan, 

fotografer)
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DOKUMEN ROLE MODEL –  (NAMA SATUAN KERJA)

1. Judul Role Model
2. Pemrakarsa Role Model

3. Durasi Pelaksanaan
4. Lokasi

5. Gambaran Umum Role Model

6. Keterkaitan dengan RENSTRA DITJEN KSDAE 2015-2019 dan/atau 
RKP 2018

LAMPIRAN Kontrak Kerja Role Model
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7. Indikator Pencapaian Proyek

8. Analisis Role Model

9. Tahapan-Tahapan Pencapaian Role Model

10. Keberlanjutan Role Model

11. Rencana Anggaran dan Biaya Role Model




